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This paper examines the relationship between 

academic freedom and epistemic responsibility 

as two normative pillars that underpin the 

university's function in maintaining the 

knowledge ecosystem, especially in the midst of 

epistemic disruption in the post-truth era. 

Philosophically, academic freedom is understood 

as a prerequisite for critical inquiry and truth-

seeking, while epistemic responsibility demands 

rigor, honesty, and accountability in the 

production and dissemination of knowledge. 

However, the post-truth condition is 

characterized by the proliferation of 

disinformation, political polarization, and the 

erosion of scientific authority that shakes the 

epistemic foundations that have historically 

supported academic legitimacy. Through an 

analysis of contemporary concepts and literature, 

this paper suggests that universities must build 

an institutional ethics capable of synthesizing 

freedom and responsibility as the basis for the 

restoration of epistemic authority. This approach 

emphasizes the importance of an open discursive 

culture, scientific transparency, and critical 

education to form resilient epistemic agents. 
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Makalah ini mengkaji keterkaitan antara 

kebebasan akademik dan tanggung jawab 

epistemik sebagai dua pilar normatif yang 

menopang fungsi universitas dalam memelihara 

ekosistem pengetahuan, khususnya di tengah 

disrupsi epistemik era post-truth. Secara 

filosofis, kebebasan akademik dipahami sebagai 

prasyarat bagi penyelidikan kritis dan pencarian 

kebenaran, sementara tanggung jawab epistemik 

menuntut ketelitian, kejujuran, dan akuntabilitas 

dalam produksi serta penyebaran pengetahuan. 

Namun, kondisi post-truth ditandai oleh 

proliferasi disinformasi, polarisasi politik, dan 

erosi otoritas ilmiah yang menggoyahkan 

fondasi epistemik yang selama ini mendukung 

legitimasi akademik. Melalui analisis konsep dan 

literatur kontemporer, makalah ini menunjukkan 

bahwa universitas harus membangun etika 

kelembagaan yang mampu mensintesiskan 

kebebasan dan tanggung jawab sebagai dasar 

pemulihan otoritas epistemik. Pendekatan ini 

menekankan pentingnya budaya diskursif yang 

terbuka, transparansi ilmiah, dan pendidikan 

kritis untuk membentuk agen epistemik yang 

tangguh. 
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PENDAHULUAN 
Kebebasan akademik merupakan salah satu prinsip normatif paling 

mendasar dalam filsafat pendidikan tinggi, karena menentukan kondisi 
epistemik yang memungkinkan tercapainya pengetahuan yang bernilai. Secara 
konseptual, kebebasan ini berakar pada gagasan bahwa pencarian kebenaran 
membutuhkan ruang otonom bagi para sarjana untuk menyelidiki, menilai, dan 
mengkritik tanpa campur tangan yang tidak sah. Otonomi intelektual tersebut 
memungkinkan berlangsungnya proses-proses epistemik yang esensial 
pengujian argumen, perdebatan terbuka, dan penolakan terhadap dogma yang 
secara kolektif membentuk fondasi bagi produksi pengetahuan yang dapat 
dipercaya (Haydel & Sirgo, 2015; Reichman, 2025). Tanpa kebebasan akademik, 
penyelidikan ilmiah rawan terhambat oleh sensor, penyeragaman, atau 
subordinasi intelektual yang melemahkan upaya pencarian kebenaran. 

Dari perspektif filosofis, kebebasan akademik tidak hanya menjamin ruang 
berekspresi, tetapi merupakan prasyarat dialogis bagi dinamika pengetahuan. 
Pengetahuan berkembang melalui kontestasi argumen, keberagaman analitis, 
serta interaksi kritis antara perspektif yang berbeda. Diskursus terbuka 
memungkinkan revisi keyakinan, perluasan kerangka konseptual, dan 
munculnya interpretasi baru yang memperkaya horizon epistemik (Sun, 2025). 
Berpikir kritis sebagai syarat normatif dalam tradisi epistemologi ilmiah hanya 
dapat tumbuh dalam lingkungan yang tidak mengekang proses penalaran, baik 
melalui tekanan eksternal maupun kendala institusional internal. Karena itu, 
kebebasan akademik bukan sekadar hak, tetapi sebuah kondisi epistemik yang 
tak tergantikan. 

Namun, kebebasan akademik tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab 
epistemik yang melekat padanya. Kewajiban epistemik menuntut para 
akademisi menggunakan kebebasan mereka secara bertanggung jawab melalui 
komitmen terhadap akurasi, ketelitian, kejujuran intelektual, dan kesadaran 
akan dampak sosial dari klaim pengetahuan. Relasi antara kebebasan dan 
tanggung jawab ini menimbulkan pertanyaan normatif yang tak terhindarkan: 
bagaimana kebebasan intelektual dapat dilindungi tanpa mengabaikan risiko 
kerusakan epistemik apabila kebebasan tersebut dijalankan tanpa kehati-hatian? 
Ketegangan ini menjadi inti dari diskusi mengenai batas sah intervensi 
institusional terhadap otonomi akademisi. 

Dimensi etis dan politis dari kebebasan akademik semakin menonjol ketika 
diletakkan dalam konteks sosial kontemporer. Kebebasan akademik tidak hanya 
melindungi proses penalaran individual, tetapi juga menopang kelangsungan 
ruang diskursif yang terbuka bagi berbagai perspektif intelektual. Namun 
perlindungan tersebut semakin rentan karena mekanisme informal seperti 
sensor diri, tekanan institusional, serta efek “pendinginan”, ketika akademisi 
menahan diri dari mengeksplorasi isu-isu kritis demi menghindari risiko 
reputasional atau profesional (Bartell, 2025; Norris, 2025). Ancaman terhadap 
kebebasan akademik dapat muncul bukan sebagai larangan formal, melainkan 
melalui atmosfer yang menghambat keberanian intelektual. 
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Kebebasan akademik juga tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan 
budaya yang membentuknya. Di beberapa yurisdiksi, kebebasan akademik 
dilindungi sebagai hak hukum individual; di tempat lain, ia dipahami dalam 
kerangka nilai-nilai stabilitas sosial dan kepentingan kolektif (Marklein & Mai, 
2020; Zhanyong & Yue, 2020). Variasi ini menunjukkan bahwa kebebasan 
akademik selalu terjalin dengan relasi kekuasaan yang menentukan bagaimana 
pengetahuan diartikulasikan dan dipraktikkan (Makwinja et al., 2024; Nurul 
Huda et al., 2020). Karena itu, analisis filosofis atas kebebasan akademik 
menuntut sensitivitas terhadap struktur sosial yang memengaruhi kondisi 
epistemik pendidikan tinggi. 

Secara keseluruhan, filsafat kebebasan akademik berfungsi sebagai 
kerangka etis dan epistemik yang mengarahkan cara institusi pengetahuan 
seharusnya beroperasi. Ia menuntut keseimbangan antara otonomi dan 
tanggung jawab, antara kebebasan individu dan kepentingan komunitas ilmiah, 
serta antara pencarian kebenaran dan kesadaran akan dampak sosial 
pengetahuan. Dalam kerangka inilah pembahasan mengenai tanggung jawab 
epistemik institusional memperoleh urgensinya—terlebih dalam konteks krisis 
epistemik era post-truth, ketika otoritas universitas dan integritas pengetahuan 
menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Hanya dengan memahami 
keterkaitan antara kebebasan intelektual, tanggung jawab epistemik, dan kondisi 
epistemik masyarakat, universitas dapat menjalankan perannya sebagai penjaga 
kebenaran sekaligus pemelihara kesehatan epistemik public. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Kebebasan Akademik 

Kebebasan akademik merupakan prinsip normatif yang menjamin ruang 
intelektual bagi para sarjana untuk mengejar, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan pengetahuan tanpa intervensi yang tidak sah. Secara filosofis, 
konsep ini berakar pada tradisi liberal mengenai otonomi berpikir, di mana 
kebebasan intelektual dipandang sebagai syarat bagi perkembangan rasional 
individu dan kemajuan masyarakat. Akar historisnya dapat ditelusuri melalui 
prinsip Lehrfreiheit dan Lernfreiheit dalam model universitas Humboldt, yang 
menekankan perlindungan penyelidikan ilmiah dari kendali negara maupun 
tekanan eksternal (Reichman, 2025; Sun, 2025). 
 
Tanggung Jawab Epistemik 

Tanggung jawab epistemik merujuk pada kewajiban moral dan intelektual 
untuk memastikan bahwa proses perolehan, pembentukan, dan penyebaran 
pengetahuan berlangsung secara akurat, jujur, serta dapat 
dipertanggungjawabkan. Secara filosofis, konsep ini berangkat dari pemahaman 
bahwa pengetahuan bukan sekadar kumpulan informasi, tetapi entitas normatif 
yang terikat pada nilai-nilai seperti kebenaran, ketelitian, dan konsistensi 
rasional. Karena itu, setiap klaim pengetahuan harus didasarkan pada proses 
penalaran yang sahih dan diuji melalui standar bukti serta metode yang dapat 
dipercaya. Ignatova (2020) menegaskan bahwa tanggung jawab epistemik 
membimbing individu untuk mempertimbangkan bagaimana pengetahuan 
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digunakan dalam pengambilan keputusan dan menuntut kehati-hatian dalam 
mengelola informasi teknis maupun ilmiah 
 
Degradasi Kebenaran dan Tanggung Jawab Institusi Pengetahuan 

Fenomena post-truth telah menciptakan tantangan epistemik yang 
mendalam bagi pendidikan tinggi. Istilah ini menandai kondisi sosial di mana 
fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan narasi emosional 
dan afiliasi identitas dalam membentuk opini publik. Mutasi epistemologis ini 
lahir dari perpaduan antara polarisasi politik, perkembangan teknologi digital, 
dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis. Post-
truth tidak sekadar menghadirkan banjir misinformasi, tetapi mengubah 
struktur epistemik masyarakat secara lebih radikal. Di dalamnya, klaim 
kebenaran tidak lagi diverifikasi melalui metode ilmiah atau argumentasi 
rasional; sebaliknya, mereka disaring berdasarkan resonansi emosional dan 
kesesuaian dengan identitas kelompok (McCaw et al., 2024). 

 
METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
literatur dan analisis konseptual. Sumber data meliputi artikel jurnal 
internasional bereputasi, buku akademik, dan publikasi ilmiah yang relevan 
dengan kebebasan akademik, tanggung jawab epistemik, dan post-truth. 
Analisis dilakukan melalui penafsiran kritis terhadap konsep dan argumentasi 
teoritik untuk membangun sintesis normatif yang koheren. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kebebasan Akademik 

Kebebasan akademik merupakan prinsip normatif yang menjamin ruang 
intelektual bagi para sarjana untuk mengejar, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan pengetahuan tanpa intervensi yang tidak sah. Secara filosofis, 
konsep ini berakar pada tradisi liberal mengenai otonomi berpikir, di mana 
kebebasan intelektual dipandang sebagai syarat bagi perkembangan rasional 
individu dan kemajuan masyarakat. Akar historisnya dapat ditelusuri melalui 
prinsip Lehrfreiheit dan Lernfreiheit dalam model universitas Humboldt, yang 
menekankan perlindungan penyelidikan ilmiah dari kendali negara maupun 
tekanan eksternal (Reichman, 2025; Sun, 2025). 

Sebagai landasan epistemologis, kebebasan akademik memainkan peran 
penting dalam pencarian kebenaran. Karena pengetahuan bersifat fallibilis dan 
terbuka untuk revisi, proses akademik memerlukan ruang di mana gagasan 
dapat dipertanyakan, diuji, dan disempurnakan melalui dialog rasional. 
Kebebasan intelektual memungkinkan para sarjana terlibat dengan beragam 
pandangan dan memperluas horizon interpretatif mereka, sehingga mekanisme 
korektif ilmu pengetahuan dapat berfungsi secara optimal (Fındıklı, 2020) . 
Dengan cara ini, kebebasan akademik tidak hanya melindungi ekspresi individu, 
tetapi menopang struktur epistemik yang membuat praktik ilmiah bersifat kritis 
dan berkembang. 
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Lingkungan yang bebas juga menjadi prasyarat bagi self-realization 
intelektual, yakni kemampuan para sarjana untuk mengembangkan kapasitas 
rasional melalui keterlibatan dalam perdebatan dan pertukaran ide yang terbuka 
(Daugela & Žydžiūnaitė, 2024). Dimensi ini memperlihatkan bahwa kebebasan 
akademik bersifat ganda: ia merupakan hak individual yang melindungi 
kegiatan penelitian, pengajaran, dan ekspresi; sekaligus hak kolektif yang 
memungkinkan institusi menjaga standar ilmiah, melakukan penilaian sejawat, 
dan mengatur diri secara mandiri (Kabasakal Badamchi, 2022). 

Urgensi kebebasan akademik semakin tampak ketika universitas 
beroperasi dalam lanskap yang dipenuhi tekanan administratif, kepentingan 
ekonomi, dan intervensi politik. Tekanan semacam ini dapat mengganggu 
keseimbangan antara akuntabilitas dan otonomi institusional. Kumar (2025) 
mencatat bahwa birokratisasi dan kendala fiskal dapat mengurangi ruang 
kebebasan akademisi, sementara Mtawa et al. (2025) menunjukkan bagaimana 
sensor diri dan efek “pendinginan” dapat melemahkan kualitas diskursus ilmiah 
dan menahan keberanian intelektual. Kebebasan akademik karenanya bukan 
kondisi yang hadir secara otomatis, tetapi sesuatu yang harus terus 
dipertahankan melalui budaya institusional yang mendukung penyelidikan 
kritis. 

Dimensi otonomi intelektual baik pada tingkat individu maupun institusi 
menjadi inti dari prinsip ini. Pada tingkat individu, ia memungkinkan sarjana 
menyelidiki isu kontroversial dan mengajukan kritik yang tajam tanpa rasa 
takut. Pada tingkat kelembagaan, otonomi memungkinkan universitas 
menentukan kurikulum, agenda riset, dan standar ilmiahnya sendiri. Taylor 
(2024)  menekankan bahwa keterbukaan pikiran dan komitmen etis dalam proses 
ilmiah menjadi bagian penting dalam menjaga vitalitas kebebasan akademik, 
khususnya ketika universitas harus menavigasi ketegangan antara kebebasan 
berbicara, inklusivitas, dan tuntutan moral-sosial. 

Secara keseluruhan, kebebasan akademik bukan hanya mekanisme 
protektif, tetapi prinsip epistemologis yang menopang pencarian kebenaran 
serta vitalitas intelektual universitas. Fungsinya bersifat institusional dan sosial: 
ia memungkinkan penyelidikan ilmiah yang tidak terhambat, mendorong kritik 
terhadap ortodoksi intelektual, dan menjaga peran universitas sebagai lembaga 
pencari kebenaran dan penjaga diskursus rasional dalam masyarakat (Reichman, 
2025). Dalam konteks kontemporer yang ditandai oleh disinformasi, polarisasi, 
dan krisis epistemik, kebebasan akademik memiliki arti yang lebih mendesak, 
karena tanpanya universitas kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi 
publiknya sebagai penopang rasionalitas dan pengetahuan yang dapat 
dipercaya. 
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Tanggung Jawab Epistemik 
Tanggung jawab epistemik merujuk pada kewajiban moral dan intelektual 

untuk memastikan bahwa proses perolehan, pembentukan, dan penyebaran 
pengetahuan berlangsung secara akurat, jujur, serta dapat 
dipertanggungjawabkan. Secara filosofis, konsep ini berangkat dari pemahaman 
bahwa pengetahuan bukan sekadar kumpulan informasi, tetapi entitas normatif 
yang terikat pada nilai-nilai seperti kebenaran, ketelitian, dan konsistensi 
rasional. Karena itu, setiap klaim pengetahuan harus didasarkan pada proses 
penalaran yang sahih dan diuji melalui standar bukti serta metode yang dapat 
dipercaya. Ignatova (2020) menegaskan bahwa tanggung jawab epistemik 
membimbing individu untuk mempertimbangkan bagaimana pengetahuan 
digunakan dalam pengambilan keputusan dan menuntut kehati-hatian dalam 
mengelola informasi teknis maupun ilmiah. 

Pada tingkat individu, tanggung jawab epistemik berkaitan erat dengan 
komitmen membentuk keyakinan secara bertanggung jawab yakni memastikan 
bahwa kepercayaan yang dipegang ditopang oleh alasan memadai dan bukti 
yang dapat diuji. Dalam konteks lingkungan digital yang sarat disinformasi, 
Nedeljković & Pavličić, (2024) menyoroti keterkaitan antara kewajiban moral dan 
epistemik: individu tidak hanya dituntut untuk mengevaluasi sumber informasi 
secara kritis, tetapi juga menghindari kontribusi terhadap penyebaran klaim 
yang tidak berdasar. Dengan demikian, tanggung jawab epistemik berfungsi 
sebagai pengendali etis yang menjaga kualitas pengetahuan publik agar tidak 
terdegradasi oleh aliran informasi yang tidak terverifikasi. 

Namun tanggung jawab epistemik tidak berhenti pada ranah individu. 
Institusi, khususnya universitas, memikul peran epistemik yang lebih luas 
karena mereka merupakan produsen, penjaga, sekaligus mediator pengetahuan 
dalam masyarakat. Peels et al. (2020) dan Lechner et al. (2025) mengidentifikasi 
lima tugas epistemik utama universitas: menjaga integritas riset, menanamkan 
kebajikan intelektual, merespons pertanyaan besar kemanusiaan, memelihara 
kajian humanistik, dan melayani masyarakat. Fungsi-fungsi ini memperlihatkan 
bahwa universitas tidak hanya menghasilkan fakta ilmiah, tetapi juga 
membentuk struktur nilai dan praktik yang menentukan bagaimana masyarakat 
memahami dan menggunakan pengetahuan. 

Institusi memiliki kewajiban epistemik karena mereka mengatur kerangka 
konseptual yang menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah. 
Nikolaidis (2023) dan Mukwambo (2025) menegaskan bahwa universitas 
bertanggung jawab menyediakan lingkungan yang inklusif dan adil, sehingga 
berbagai perspektif epistemik dapat berkembang tanpa dibatasi bias struktural. 
Tanggung jawab ini mencakup desain kurikulum, mekanisme evaluasi ilmiah, 
dan norma akademik yang tidak hanya menjunjung standar intelektual, tetapi 
juga memastikan bahwa proses produksi pengetahuan tidak mengecualikan 
kelompok tertentu. Penegakan tanggung jawab epistemik institusional 
merupakan prasyarat bagi kepercayaan publik dan stabilitas ekosistem 
pengetahuan yang menjadi dasar keputusan demokratis (Kurtulmus, 2020).  
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Kegagalan menjalankan tanggung jawab tersebut memiliki konsekuensi 
serius. Dalam lanskap kontemporer yang ditandai oleh disinformasi, polarisasi, 
dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap sains, absennya tanggung jawab 
epistemik mempercepat fragmentasi sosial dan melemahkan legitimasi 
pengetahuan ilmiah. Sinatra (2026) dan McCaw et al. (2024) menunjukkan bahwa 
ketika institusi tidak menjaga keandalan informasi, masyarakat menjadi rentan 
terhadap keyakinan yang tidak berdasar, penolakan terhadap otoritas ilmiah, 
dan ketidakstabilan epistemik. Karena itu, tanggung jawab epistemik berfungsi 
tidak hanya sebagai mekanisme internal untuk menjaga mutu akademik, tetapi 
juga sebagai dasar bagi ketahanan epistemik masyarakat. 

Selain itu, tanggung jawab epistemik memiliki dimensi kolektif. Fleisher & 
Šešelja (2022) menekankan bahwa komunitas ilmiah maupun lembaga sosial 
berkewajiban mencegah kerusakan epistemik, seperti penyebaran klaim keliru 
atau terbentuknya keyakinan yang tidak dapat dibenarkan. Perspektif kolektif 
ini memperjelas bahwa praktik epistemik selalu tertanam dalam jaringan 
institusi, budaya akademik, dan mekanisme evaluatif yang membentuk proses 
produksi pengetahuan secara keseluruhan. Institusi harus memastikan kerangka 
regulatif dan profesional yang memungkinkan kolaborasi epistemik berjalan 
secara transparan dan etis. 

Secara keseluruhan, tanggung jawab epistemik mencakup kewajiban 
individu untuk membentuk keyakinan secara bertanggung jawab dan kewajiban 
institusional untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik epistemik 
berjalan dengan baik. Keterkaitan antara akurasi, integritas, dan reliabilitas 
ilmiah menjadi landasan normatif prinsip ini. Dengan menjalankan tanggung 
jawab epistemik, universitas tidak hanya menjaga kualitas pengetahuan, tetapi 
juga memperkuat fondasi masyarakat demokratis yang bergantung pada 
informasi yang akurat dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Degradasi Kebenaran dan Tanggung Jawab Institusi Pengetahuan 

Fenomena post-truth telah menciptakan tantangan epistemik yang 
mendalam bagi pendidikan tinggi. Istilah ini menandai kondisi sosial di mana 
fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan narasi emosional 
dan afiliasi identitas dalam membentuk opini publik. Mutasi epistemologis ini 
lahir dari perpaduan antara polarisasi politik, perkembangan teknologi digital, 
dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis. Post-
truth tidak sekadar menghadirkan banjir misinformasi, tetapi mengubah 
struktur epistemik masyarakat secara lebih radikal. Di dalamnya, klaim 
kebenaran tidak lagi diverifikasi melalui metode ilmiah atau argumentasi 
rasional; sebaliknya, mereka disaring berdasarkan resonansi emosional dan 
kesesuaian dengan identitas kelompok (McCaw et al., 2024). 
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Perubahan ini memiliki implikasi langsung terhadap kebebasan akademik. 
Secara historis, kebebasan akademik berfungsi dalam lingkungan epistemik 
yang relatif stabil lingkungan di mana masyarakat mengakui pentingnya bukti, 
penalaran, dan metode ilmiah sebagai dasar legitimasi klaim pengetahuan. 
Namun dalam budaya post-truth, fondasi tersebut melemah. Ketika publik tidak 
lagi menempatkan kebenaran ilmiah pada posisi hierarkis di atas opini, 
kebebasan akademik kehilangan landasan sosialnya. Kebebasan tersebut tetap 
penting secara normatif, tetapi pengaruhnya terhadap wacana publik menjadi 
semakin terbatas. Ketika ilmuwan tidak lagi dilihat sebagai sumber otoritatif, 
kebebasan mereka untuk meneliti dan menyampaikan temuan ilmiah tidak 
menjamin bahwa hasilnya akan diterima atau bahkan didengar. Di sinilah letak 
paradoks era post-truth: kebebasan akademik semakin diperlukan, tetapi pada 
saat yang bersamaan semakin rapuh. 

Situasi ini diperburuk oleh perubahan ekologi informasi yang 
mengaburkan perbedaan antara informasi dan pengetahuan. Akses cepat 
terhadap data melalui platform digital sering disalahartikan sebagai bentuk 
kompetensi epistemik, seolah-olah “mengetahui sesuatu” dapat dicapai tanpa 
proses pembenaran yang ketat (Sirker, 2025; Zarman, 2018). Dalam epistemologi, 
pengetahuan mensyaratkan pembenaran (justified true belief), tetapi dalam 
budaya digital pembenaran dianggap tidak penting. Akibatnya, publik 
cenderung menyamakan opini pribadi dengan kesimpulan ilmiah, dan 
menganggap semua klaim sebagai setara nilainya. 

Peran algoritma semakin mengintensifkan krisis ini. Media sosial 
memprioritaskan konten berdasarkan popularitas dan keterlibatan, bukan 
akurasi (Nakov & Da San Martino, 2021). Narasi emosional dan sensasional lebih 
mudah viral daripada temuan ilmiah yang kompleks. Echo chambers 
memperkuat keyakinan yang sudah ada sebelumnya, menghasilkan ruang 
epistemik tertutup yang meminimalkan kontak dengan informasi yang 
berlawanan (Cuevas-Badallo & Labrador-Montero, 2020). Dalam kondisi ini, 
kebenaran tidak lagi bersaing dengan kesalahan; ia bersaing dengan struktur 
teknologi yang mengatur apa yang terlihat dan apa yang penting bagi publik. 
Ketika algoritma menggantikan pakar sebagai penentu eksposur informasi, 
kebebasan akademik kehilangan prasyarat epistemiknya: audiens yang masih 
berkomitmen pada pencarian kebenaran. 

Akibatnya, universitas menghadapi krisis legitimasi. Banyak kelompok 
masyarakat memandang perguruan tinggi sebagai institusi ideologis yang 
terputus dari kebutuhan nyata publik (Gill & Singh, 2020). Sentimen anti-
intelektualisme menguat, dan akademisi dipandang sebagai elit politik alih-alih 
agen rasional pencari kebenaran. Ketika universitas dianggap bias secara politik, 
hasil penelitian bukan hanya dipertanyakan tetapi ditolak secara apriori. 
Bersamaan dengan itu, hilangnya “kerangka epistemik bersama” menyebabkan 
masyarakat tidak lagi memiliki basis nilai yang disepakati untuk menilai klaim 
pengetahuan (Belot et al., 2025). Di dalam konteks ini, kebebasan akademik 
bukan hanya terancam oleh tekanan eksternal, tetapi kehilangan makna karena 
struktur epistemik yang memberinya relevansi telah terdistorsi. 
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Namun, krisis post-truth tidak hanya mempengaruhi kebebasan akademik; 
ia juga memunculkan kebutuhan mendesak untuk menegaskan kembali 
tanggung jawab epistemik. Jika kebebasan akademik memberi ruang bagi 
penelitian yang otonom dan nondogmatis, tanggung jawab epistemik 
memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan untuk mengejar kebenaran 
secara jujur, cermat, dan bertanggung jawab. Dalam situasi di mana publik 
meragukan integritas ilmiah, tanggung jawab epistemik berfungsi sebagai dasar 
moral yang dapat memulihkan kepercayaan. Universitas harus menunjukkan 
bahwa kebebasan akademik mereka bukanlah privilese tertutup, tetapi alat 
untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada 
publik. 

Hubungan antara kebebasan akademik dan tanggung jawab epistemik di 
era post-truth bersifat ko-konstitutif. Kebebasan tanpa tanggung jawab 
kehilangan legitimasi, sementara tanggung jawab tanpa kebebasan kehilangan 
independensi epistemiknya. Post-truth memperjelas pentingnya relasi ini: ketika 
kebenaran direduksi menjadi opini, universitas perlu memperlihatkan bahwa 
klaim ilmiah berbeda karena berakar pada prosedur pembuktian yang ketat dan 
integritas akademik. Di sini, pendidikan memainkan peran sentral. Pendidikan 
tinggi bukan hanya harus menghasilkan penelitian, tetapi juga membentuk agen 
epistemik yang mampu mengidentifikasi bias, memahami proses verifikasi 
ilmiah, dan bernalar secara kritis dalam menghadapi klaim informasi 
(Mohammed et al., 2024). Pendidikan kritis menjadi landasan untuk membangun 
ketahanan epistemik dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, menghadapi era post-truth memerlukan pembentukan 
etika kelembagaan yang menyatukan kebebasan akademik dan tanggung jawab 
epistemik sebagai prinsip operasional universitas. Etika ini menuntut universitas 
menegakkan budaya diskursus yang tanpa dogma, mendorong keterbukaan 
terhadap perbedaan pandangan, dan memfasilitasi deliberasi yang berbasis 
alasan. Nilai-nilai seperti intellectual humility dan keterbukaan terhadap 
pluralitas epistemik harus menjadi bagian dari habitus akademik (Van Dorn, 
2020). Dengan menanamkan nilai-nilai ini, universitas dapat menghidupkan 
kembali ruang deliberatif yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi 
epistemik mereka. 

Etika kelembagaan juga menuntut universitas memperkuat komunikasi 
publik untuk menjembatani jurang epistemik antara ilmuwan dan masyarakat. 
Ketika publik tidak memahami bagaimana pengetahuan ilmiah diproduksi dan 
diverifikasi, mereka cenderung melihat penelitian sebagai opini bersaing. 
Menjelaskan proses ilmiah, memaparkan keterbatasan penelitian secara jujur, 
dan berkomunikasi dengan cara yang dapat diakses menjadi bagian dari 
tanggung jawab epistemik institusi akademik (Nikolarea, 2025). Komunikasi 
ilmiah bukan lagi fungsi tambahan, tetapi unsur struktural dari legitimasi 
epistemik universitas. 
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Lebih jauh lagi, universitas perlu membangun kemitraan epistemik dengan 
komunitas melalui penelitian partisipatif dan kolaboratif. Ketika masyarakat 
berperan sebagai co-producers of knowledge, jarak epistemik antara akademisi 
dan publik menyempit, dan kontribusi ilmiah memperoleh relevansi sosial yang 
lebih kuat (Taliep et al., 2025). Langkah ini dapat mengurangi persepsi bahwa 
universitas adalah institusi elitis dan mempertegas komitmennya terhadap 
kesejahteraan kolektif. 

Secara keseluruhan, era post-truth menuntut universitas untuk 
menegaskan kembali perannya sebagai institusi moral-epistemik. Kebebasan 
akademik harus dipahami bukan hanya sebagai hak akademisi, tetapi sebagai 
mekanisme kolektif untuk mempertahankan pencarian kebenaran dalam 
masyarakat. Tanggung jawab epistemik harus dipandang sebagai komitmen 
institusional untuk menjaga integritas, akurasi, dan relevansi pengetahuan. 
Dengan mensintesiskan kedua prinsip ini dalam etika kelembagaan yang kuat, 
universitas dapat memulihkan otoritas epistemiknya dan memelihara ekosistem 
pengetahuan yang sehat di tengah lanskap post-truth yang semakin tidak stabil. 

 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Makalah ini menunjukkan bahwa kebebasan akademik dan tanggung jawab 
epistemik merupakan dua prinsip yang saling bergantung dan membentuk 
fondasi moral-intelektual bagi keberlangsungan pendidikan tinggi. Kebebasan 
akademik menyediakan ruang normatif bagi penyelidikan bebas, otonomi 
intelektual, dan keberanian ilmiah untuk menantang dogma. Pada saat yang sama, 
tanggung jawab epistemik memastikan bahwa kebebasan tersebut dijalankan 
secara etis melalui komitmen terhadap kebenaran, ketelitian metodologis, dan 
kejujuran intelektual. Keduanya membentuk struktur dasar yang memungkinkan 
universitas menjalankan perannya sebagai institusi penghasil pengetahuan yang 
dapat dipercaya. 

Namun, keberlanjutan kedua prinsip tersebut menghadapi tantangan serius 
dalam kondisi epistemik kontemporer. Dinamika post-truth telah menggeser 
orientasi publik dari pencarian kebenaran menuju afinitas emosional dan 
preferensi identitas, sehingga melemahkan struktur epistemik yang selama ini 
menopang legitimasi akademik. Dalam lanskap seperti ini, universitas tidak lagi 
beroperasi dalam ruang wacana yang stabil, melainkan dalam ekosistem informasi 
yang terfragmentasi, di mana klaim ilmiah dapat dengan mudah disejajarkan 
dengan opini populer. Erosi kepercayaan ini membuat kebebasan akademik 
kehilangan resonansi publiknya, dan tanggung jawab epistemik semakin sulit 
dijalankan, karena proses verifikasi ilmiah tidak selalu dihargai dalam budaya 
yang mengutamakan kecepatan, sensasi, dan konfirmasi keyakinan pribadi. 
Kondisi tersebut menuntut universitas untuk tidak sekadar menegaskan 
otoritasnya, tetapi membangun kembali prasyarat epistemik yang memungkinkan 
klaim pengetahuan ilmiah diterima sebagai bagian dari orientasi bersama menuju 
kebenaran. 
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Dengan demikian, tugas pendidikan tinggi di era post-truth bukan hanya 
mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjaga kondisi epistemik yang 
memungkinkan kebenaran tetap menjadi nilai publik. Pemeliharaan ekosistem 
pengetahuan ini merupakan tantangan moral sekaligus kewajiban institusional. 
Hanya dengan menggabungkan kebebasan akademik dan tanggung jawab 
epistemik secara menyeluruh, universitas dapat memastikan bahwa pencarian 
kebenaran tetap hidup sebagai komitmen kolektif dan bukan sekadar ideal 
abstrak.  
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